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TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disususn
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di
lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (
lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Opearasional

Prosedur di lingkungan Kementerarian Dalam Negeri;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apapatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 31

Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten
Belitung ( Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Proscdur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Belitung.

. Standar Operasional Prosedur( SOP) sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :

1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.

3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.

4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.

5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.

|17, SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.

8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana



KETIGA

KEEMPAT

Rincian Standar Operasional Prosedur( SOP) sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021

ANTO, S.Sos., M.M.Tr
50503 199703 1 003




Nama OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Unit Pengawas (Es. IV) :  Kepala Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran
Tugas Rincian Sub Rincian Tugas | Output Aspek Judul SOP
1 2 3 3 5 6
Pelaksanaan operasi tanggap darurat, 1 |Persiapan |1.a Persiapah Personil dan |A.1 |Laporan Kaji Pembuatan Kaji Cepat Dan Tepat
penanganan pengungsi dan dukungan logistik Kaji Cepat Logistik Cepat potensi Te"‘adzp '-‘:‘a-"" an d
pada korban bencana; bencana Kerusakan, Kerugian dan

Sumber Daya
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Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : | Thursday, April 1, 2021
Disahkan oleh : — ""\tb\l(epala Pelaksana

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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KualifikasiiPelaksana it L

1. Undang Undang Nomo 23 Tahun 20 1. Memiliki kemampuan mengoperaionalkan alat-alat telekomunikasi ( radio, HT, Tlpon ) '
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer baik pengolahan data maupun kata
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional 3. Memiliki kemampuan analisa kebutuhan logistik korban bencana;

4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

5. Peraluran Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Penanggulangan Bencana

6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tenlang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

7. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan

Péralatan/ Periengkapan i i S e e e

Tata Kerja BPBD 1. Radio/ HT

8. Perka BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 2. Telepon

9. Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat 3. Komputer

10 Perka BNPB no. 14 tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando 4. Jaringan Internet
Tanggap Darurat Bencana 5. ATK

11 Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 6. Handycam / Camera
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serla Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Belitung; 7. Kendaraan

Jika SOP ini tidak di'laksénékan, nﬁaka p‘enetatapan status tanggap darurat bencana
tidak terlaksana secara baik




MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Bagl Kelengkapan Waktu Qutput
Kasi Penanganan K agian
No. Uraian Prosedur rat. Lotk . Ie:ala Sekda I:St:niil Hukum Bupat!
dan Kebakaran elaksana erka Setda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kepala Saksi menerima informasi masuk dan Data Kejadian Bencana Laporan Kejadian
melakukan croscek kanfirmasi tentang kejadian wilayah yang berskala Bencana wilayah yang
1 |darurat bencana yang terjadi dalam skala besar urgensl yang baerdampak § mnt |berekala urgensi yang
meneruskan informasi kejadian bancana ke Kepala luas sesuai kritena level berdampak luas sesual
Pelaksana bencana kriteria level bencana
Kepala Pelaksana menerima Laporan dan Laporan Kejadian Bencana Laporan mutakhir
memarintahkan Kepala Seksi untuk melakukan kaji ¥ : wilayah yang berskala darurat bencana wilaysh
2 |cepat bencana untuk mamentukan tingkat kerusakan, I S urgans| yang berdampak 5 mnt
kerugian materil, jumiah korban dan penanganan luas sesuai kriteria level
yang diperiukan R bencana
Lapcran mutakhir darurat Surat Perintah Tuges kaji
5 |Kepala Seksi melaksanakan kaji cepat situasi bencana | < bencana wilayah 5 mt Cepat darurat bencana
dan melaparkan Kepada Kepala Pelaksana _— m
Surat Perinteh Tugas kaft Laporan hasll kaj eapat
4 |Kepala Pelaksana menyampaikan Laporan hasil kaji Cepat darurat bencana 15 mnt darurat bencana
cepat kejadian bencana ke Sekda it mn
Sekda menenima laporan hasil kaji cepat dan ‘Laporan hasil kaji cepat Pertimbangan teknis atas | Instansi teknis terkait
5 |membuat rakomendasi atas status tanggap darurat —_— ] I bencana status tanggap darurat  |al : Dinsas, Dinkes, PU,
bencana dan memertatahkan Kepala Pelaksana untuk S mnt fbercana DKP, BPKAD, PM!I, TNL.
melaksanakan tindak lanjut Polri, dll
Kepala Pelaksana melakukan fasilitzsi rapat koordinasl — Pertimbangan teknis atas Rapat teknis ka)i cepat
& |pelakeanaan rapat dengan dinas instansi teckatt l ‘ -l - N DD status tanggap darurat S tanggap darurat bencana
berkenaan dengan rekomendasi penetapan status [ | (:ll- bancana L
tanggap darurat bencana dari Sekda
Bupat| menetapkan rekemendasi penetapan status Laporan hasil rapat teknis Rekomendasi Bupati
7 |tanggep darurat bancana dan memarintahkan Sakda N| atas status tanggap darurat berupa penetapan
untuk menylapkan SK Status Tanggap Darurat L— bencana Smnt |Pertimbangan teknis
Bencana status tanggap darurat
Sekda menerima berkas dan menindaklanjuti Rekomendasi Bupati berupa Draft SK Bupati berupa
g |rekemendasi Bupati dan memerintahkan Kabag [ per Per penetapan status
hukum menyiapkan draft SX Bupati status tanggsp teknis status tanggap Smnt |tanggap carurat bencana
darurat bencana darurat bancana
Draft SK Bupati berupa Draft SK penetapan
Kebag hukum menyiapkan draft SK Bupati status penatapan status tanggap status tanggap darurat
9 tar::gap darurat bencana darurat bencana 15 mnt |bencana
Draft €K penetapan status Draft SK penetapan
10 Sakda menyampaikan Draft SK Bupati tentang status I }‘ tanggap darurat bencana status tanggap darurat
tanggap darurat bancana kepada Bupati Smnt |bencana
Bupati menerima draft SK Bupati dan menandatangani Craft Pembuatan SK Draft SK penetapan
11 SK status tanggap darurat bencana dan > penetapan status tanggap status tanggap darurat
memerintahkan sekda untuk mengumumkan status | darurat bencana Smnt [bancana
tanggap darurat
SK Bupati tertang Status tanggan darurat
12 Sekda mengumumkan SK Status tanggap darurat | penstapan status tanggep bencana sesuai SK
yang telah ditandatangani Bupsti carurat bancana Smnt |Bupati
Kepala Pelaksana malaksanakan tindakan teknis Status tanggap darurat Pelaksanaan /Tindak
menindaklarjuth Status tanggap darurat dan membuat bencana sesual SK Bupati lanjut Status tanggan
13 |!aporan dan mengarsipkan berkas lapocan ( SELESAL )‘ 120 |darurat bencana sesuai
pelaksanaan tinndak lanjut 4,:_\\ menit |sK Bupati
AT A
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“Fatls Tanggal 01 April 2021

KEPALA PELAKSANA,

NDRI SUZANTO, S.Sos, MM.Tr
NIP. 18750503 199703 1 003




